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Pendahuluan
Tidak diragukan lagi bahwa Nabi saw memerintahkan untuk melakukan 
rukyat gunakan menentukan awal bulan kamariah, khususnya bulan-bulan terkait 
ibadah  seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hadis-hadis Nabi saw, seperti 
akan dikutip kemudian, sangat tegas mengenai hal itu. Permasalahannya adalah 
bahwa di zaman Nabi saw penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan 
rukyat itu tidak membawa problem. Hal itu karena umat Islam baru berkembang di 
Jazirah Arab saja, belum ada di negeri-negeri lain yang jauh dari situ. Terlihat dan 
tidaknya hilal di Jazirah Arab tidak berpengaruh bagi penepatan jatuhnya waktu-
waktu ibadah umat Islam di tempat lain yang jauh dari Semenanjung Arabia itu.1 
Berbeda halnya setelah umat Islam berkembang meluas ke berbagai 
penjuru dunia, seperti pada zaman sekarang saat umat Islam sudah terdapat di 
berbagai penjuru dunia, bahkan di pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik misalnya.2 
1.  Syamsul Anwar, “Problem Penggunaan Rukyat,” dalam Ri╨ā, dkk., Hisab Bulan Ka-
mariah, edisi ke-3 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2012), h. 1.
2.  Mengenai data penduduk Muslim di Pasifik lihat Kettani, “Muslim Population in Ocea-
nia: 1950-2020,” International Journal of  Enviromental Science and Development, Vol. 1, No. 10 (2010), 
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Dalam keadaan umat Islam telah ada 
pada berbagai bagian bola bumi yang 
bulat ini,  penggunaan rukyat tidak 
lagi memadai, bahkan menimbulkan 
problem dalam penepatan jatuhnya hari 
ibadah Islam seperti akan dikemukakan 
kemudian. Hal itu karena rukyat tidak 
mencakup seluruh permukaan bumi 
saat visibilitas pertama. Pada saat 
tersebut mungkin hanya sebagan 
sangat kecil saja dari muka bumi yang 
dapat mengalami rukyat, atau mungkin 
separohnya, atau mungkin sebagian 
besar. Akan tetapi jelas mustahil seluruh 
muka bumi dapat mengalami rukyat 
pada hari pertama penampakan hilal di 
muka bumi. Dengan kata lain, rukyat 
akan membelah bumi. Ada bagian muka 
bumi yang dapat melakukan rukyat 
dan ada bagian muka bumi yang tidak 
dapat melakukannya, yang berakibat 
tidak dapatnya hari ibadah dijatuhkan 
satu hari di seluruh dunia. Bahkan ada 
bagian muka bumi (kawasan lintang 
tinggi, terutama kawasan yang disebut 
lingkaran kutub) yang tidak dapat 
melihat hilal secara normal). 
Itu pula sebabnya mengapa setelah 
hampir satu setengah milenium (hampir 
1500 tahun) usia peradaban Islam 
sampai hari ini belum dapat dirumuskan 
satu kalender Hijriah unifikatif  yang 
akurat dan komprehensif. ‘Unifikatif ’ 
artinya menyatukan seluruh dunia 
dengan prinsip satu hari satu tanggal 
h. 165-170; lihat juga “Muslim Population in 
Oceania / Pacific Region,” http://www.30-
days.net/ muslims/statistics/about-oceania/, 
diakses Ahad, 28-04-2013.
di seluruh dunia, dan ‘komprehensif ’ 
artinya dapat dipakai untuk tujuan-
tujuan relijius dan sipil (ibadah dan 
muamalat duniawiah) sekaligus. Idrīs 
Ibn ╤ārī menegaskan bahwa rukyat 
merupakan sandungan untuk dapat 
membuat kalender Islam terunifikasi.3 
Oleh karenanya, penyatuan kalender 
Islam dan penepatan jatuhnya hari-
hari ibadah umat Islam secara serentak 
mengharuskan kita beralih dari rukyat 
kepada hisab sebagai sarana satu-
satunya yang memungkinkan penyatuan 
itu. Keputusan Temu Pakar II di 
Maroko tahun 2008 menyatakan, “… 
pemecahan problematika penetapan 
bulan kamariah di kalangan kaum 
Muslimin tidak mungkin dilakukan 
kecuali berdasarkan penggunaan hisab 
untuk menetapkan awal bulan kamariah, 
seperti halnya penggunaan hisab untuk 
menentukan waktu-waktu salat ... ”4
Pe r m a s a l a h a n n y a  a d a l a h 
bagaimana dengan hadis Nabi saw yang 
memerintahkan rukyat itu? Dapatkah 
hadis-hadis itu dikontekstualisasikan 
pemahamannya? Kalau dapat, bagai-
mana metodenya? Inilah masalah yang 
akan dikaji dalam tulisan ini.
3.  Idrīs Ibn ╤ārī dalam Kata Pen-
gantarnya terhadap Jamāluddīn, at-Taqwīm al-
Qamarī al-Islāmī al-Muwa╪╪ad (Rabat, Maroko: 
Marsam, 2004), h. 7.
4.  Keputusan dan Rekomendasi 
“Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan 
Kalender Islam”, butir kedua [pada draf  awal 
butir ini merupakan butir pertama, kemudian 
setelah oleh Tim Perumus diperbaiki menjadi 
butir kedua (dokumen pribadi penulis).  
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Metode-metode Usul Fikih
Usul fikih adalah kajian mengenai 
metode-metode menemukan dan 
memahami norma-norma syariah.5 
Bahkan beberapa penulis Barat 
menyebutnya sebagai teori hukum 
Islam.6 Lebih jauh lagi ada pula yang 
menyatakannya sebagai epistemologi 
hukum syariah.7 
Dalam usul fikih ada tiga metode 
utama yang dikenal, yaitu (1) metode 
bayani (tekstual), (2) metode taklili 
(kausasi), dan (3) metode taufiki 
(sinkronisasi). Metode bayani (analisis 
tekstual) adalah penjelasan terhadap 
suatu teks syariah mengenai suatu kasus 
dalam hal teks tersebut kurang rinci 
sehingga diperinci atau kurang jelas 
sehingga diperjelas. Dalam metode 
ini suatu teks syariah ditinjau dari segi 
tingkat kejelasan dan ketidakjelasannya, 
dari segi signifikasi terhadap suatu 
makna, dari segi keluasan cakupan 
makna, atau dari segi bentuk-bentuk 
taklif, yakni makna-makna yang 
dimaksud oleh suatu perintah atau 
5.  Gazzālī, al-Musta╣fā min ‘Ilm al-U╣ūl, 
diedit oleh ‘Abdullāh Ma╪mūd Mu╪ammad 
‘Umar, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2010), h. 14 dan 287. 
6.  Karya-karya Hallaq tentang usul 
fikih diberi judul teori hukum Islam seperti 
Hallaq, A History of  Islamic Legal Theories. An 
Introduction to Sunni Usul al-Fiqh (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997).
7.  Arkoun, Pour une critique de la raison 
islamique (Paris: Maisonneuve at Larose, 1984), 
h. 17; Ch. Chehata, “Etudes des philosophie 
du droit: logique juridique et droit musulman”, 
Studia Islamica, XXIII (Paris, 1965), h. 16.
larangan di dalam teks tersebut.8 Kita 
barangkali bisa menyebut metode ini 
sebagai metode interpretasi. 
Metode kausasi adalah metode 
penemuan hukum syariah dalam hal 
tidak ada teks syariah yang langsung 
berkaitan dengan kasusnya atau ada 
teks syariah terkait, tetapi diperlukan 
perubahan hukum karena ketentuan 
hukum berdasarkan teks tersebut 
tidak lagi memadai lantaran adanya 
perubahan kondisi yang menghendaki 
adanya perubahan hukum sehingga 
karena itu perlu ditemukan hukum 
baru. Metode ini bisa juga disebut 
sebagai metode argumentasi. 
Metode berikutnya adalah 
metode taufiki (kompromi), yaitu 
metode menemukan suatu ketentuan 
hukum dari celah-celah teks-teks yang 
secara lahir satu sama lain tampak 
saling bertentangan sehingga perlu 
disinkronisasikan agar dapat ditarik 
suatu hukum yang jelas. Metode 
ini dapat disebut sebagai metode 
sinkronisasi.
Yang relevan dengan kajian ini 
adalah metode kedua, yaitu metode 
kausasi (taklili). Cara kerja metode ini 
adalah melakukan analisis terhadap 
ilat (kausa, ratio legis) hukum dari 
kasus yang sudah ada hukumnya yang 
masuk ke dalam satu himpunan yang 
sama dengan kasus yang hendak dicari 
hukumnya. Kesamaan dalam himpunan 
itu ditandai dengan kesamaan kausa 
(ilat) antara kedua kasus tersebut.  
8.  Abū Zahrah, U╣ūl al-Fiqh (Ttp.: 
Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), h. 117.
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Perlu diketahui bahwa dalam 
usul fikih terkait metode kausasi ini 
terdapat dua macam kausa (ilat, ratio 
legis). Pertama, merupakan kausa efisien, 
yaitu sebab atau alasan mengapa suatu 
hukum yang sudah ada itu ditetapkan 
hukumnya seperti itu. Misalnya 
orang dalam perjalanan pada bulan 
Ramadan dibolehkan tidak berpuasa 
selama dalam perjalanan itu dengan 
ketentuan menggantinya pada hari yang 
lain. Alasan (sebab, kausa) mengapa 
dibolehkan untuk tidak berpuasa 
Ramadan selama dalam perjalanan 
dengan ketentuan diganti pada hari yang 
lain tersebut adalah karena perjalanan 
itu adalah suatu yang menimbulkan 
kesukaran, maka perjalanan itu menjadi 
kausa efisien diperbolehkannya tidak 
berpuasa. Oleh karena itu siapa pun 
berada dalam perjalanan di bulan 
Ramadan dibolehkan untuk tidak 
puasa selama dalam perjalanan dengan 
syarat menggantinya di hari lain di 
luar Ramadan. Begitu pula pelaku 
penyerobotan hak (gasab) dikenakan 
hukum wajib membayar ganti rugi atas 
barang yang digasab (diserobot) itu 
kepada pemilik hak tersebut. Alasan 
ketentuan hukum wajib mengganti 
rugi itu adalah karena penyerobotan itu 
adalah suatu perbuatan merugikan (al-
fi‘l a╨-╨ārr) dan perbuatan merugikan itu 
harus dikompensasi dengan membayar 
ganti kerugian. Jadi adanya kerugian itu 
adalah kausa efisien (ilat) diwajibkannya 
pelaku untuk membayar ganti rugi. 
Contoh lain lagi yang merupakan 
contoh prototipe dalam usul fikih ialah 
diharamkannya minum khamar. Alasan 
mengapa mengkonsumsi khamar 
itu diharamkan adalah adanya sifat 
memabukkan pada minuman itu. Jadi 
sifat memabukkan pada minuman 
tersebut adalah kausa efisien dari 
pengharaman minuman tersebut. Oleh 
karena itu perbuatan mengkonsumsi 
berbag a i  j en i s  minuman yang 
memabukkan dimasukkan ke dalam 
satu himpunan yang sama dengan 
perbuatan mengkonsumsi khamar yang 
dilarang dalam al-Quran dan Hadis 
Nabi saw, dan diberi ketentuan hukum 
yang sama.
Kedua, merupakan kausa finalis, 
yaitu alasan berupa tujuan hukum 
yang hendak dicapai melalui penetapan 
hukum.  Ar t inya  sua tu  hukum 
ditetapkan adalah karena penetapan 
hukum demikian diharapkan akan dapat 
mewujudkan tujuan hukum tertentu. 
Misalnya ditetapkannya dalam sebuah 
hadis Nabi saw larangan memberi 
hadiah kepada pejabat adalah dalam 
rangka menghindari terjadinya kolusi 
dan korupsi di lingkungan pejabat 
negara.9 Jadi tujuan menghindari 
korupsi itu merupakan kausa finalis 
ditetapkannya keharaman pejabat 
9.  Imam A╪mad meriwayatkan se-
buah hadis dari Abū ╩umaid as-Sā’idī bahwa 
Rasulullah saw bersabda, “Hadiah kepada para 
pejabat adalah korupsi” [HR A╪mad]. Lihat 
A╪mad, Musnad al-Imām A╪mad Ibn ╩anbal, edisi 
al-Arna’ū╢ dan ‘Ādil Mursyid, cet. ke-1 (Beirut: 
Mu’assasat ar-Risālah, 1421/2001), XXXIX: 14, 
hadis no. 23601. Hadis ini adalah ringkasan dari 
hadis versi panjang riwayat al-Bukhārī dan Mus-
lim yang melarang pejabat menerima hadiah. 
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menerima hadiah. Tujuan hukum yang 
hendak diwujudkan melalui suatu 
penetapan hukum disebut maqā╣id asy-
syarī‘ah dan penetapan hukum dengan 
tujuan hendak mewujudkan tujuan 
hukum tertentu itu disebut binā’ al-
a╪kām ‘alā maqā╣id asy-syarī‘ah.   
Seperti telah dikemukakan di 
atas, metode kausasi ini bertujuan 
menemukan hukum baru yang sama 
sekali belum ada sebelumnya atau 
untuk menemukan hukum baru guna 
mengubah hukum yang sudah ada 
karena adanya tuntutan perubahan. 
Terkait hukum baru yang belum ada 
ditetapkan dalam nas, metode kausasi 
dilaksanakan dengan proses analogi 
dengan langkah-langkah (1) mencari 
suatu kasus yang sudah ditentukan 
hukumnya dalam nas syariah yang 
merupakan satu himpunan dengan 
kasus baru yang hendak ditentukan 
hukumnya, dan (2) mentransfer hukum 
kasus yang sudah dinaskan hukumnya itu 
kepada kasus baru yang belum dinaskan 
hukumnya. Untuk itu diperlukan empat 
unsur yang harus dipenuhi, yaitu 
(1) adanya kasus pokok yang sudah 
dinaskan hukumnya, (2) adanya hukum 
yang sudah ditetapkan bagi kasus pokok 
tersebut, (3) adanya kasus cabang yang 
belum ada hukumnya, dan (4) adanya 
ilat (kausa hukum) yang sama antara 
kasus pokok dan kasus cabang.10 Ilat 
(kausa) itu sendiri ditentukan dengan 
salah satu dari tiga cara, yaitu (1) 
10.  Jamāluddīn, Qiyās al-U╣ūliyyīn 
baina al-Mu╦bitīn wa an-Nāfīn (Iskandariah: 
Mu’assasat a╦-╥aqāfah al-Jāmi‘iyyah, t.t.), h. 
47-48.
berdasarkan nas, (2) berdasarkan ijmak, 
atau (3) berdasarkan ijtihad.11
Menurut al-Gazzālī (w. 505/1111) 
semua ketentuan hukum syariah yang 
berkaitan dengan kepentingan manusia 
seperti ketentuan tentang masalah 
perkawinan, perdata, pidana, perikatan-
perikatan yang lahir dari perbuatan 
melawan hukum dan sebagainya –
pendek kata selain ibadah– adalah tedas 
makna (ma’qūlah al-ma’ānī). Tindakan-
tindakan Pembuat Hukum Syar’i pada 
dasarnya berdasarkan rasionalitas.12 Ini 
berarti bahwa setiap ketentuan hukum 
syariah –kecuali dalam beberapa aspek 
ibadah– selalu ada ilat (kausa) yang 
menjadi dasar legitimasinya. Ilat itu 
mempengaruhi ada atau tidak adanya 
hukum tersebut. Oleh karena itu dalam 
usul fikih diterima suatu kaidah yang 
menyatakan,
ً
امَدََعو اًْدوُُجو ِهَِببََسو ِهِت
َّ







Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada 
atau tidak adanya ilat dan sebabnya.13
Kaidah ini menyatakan bahwa 
hukum itu berlaku berdasarkan ilat 
(kausa). Apa bila ada ilatnya (kausanya), 
maka hukum berlaku dan apabila 
ilatnya sudah tidak ada hukum tidak 
berlaku. Misalnya dibolehkannya 
11.  Abū Zahrah, U╣ūl al-Fiqh, h. 
244 dst.
12.  Al-Gazzāli, Syifā’ al-Galīl fī Bayān 
asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta‘līl, 
diedit oleh ╩amd al-Kabīsī (Bagdad: Ma╢ba‘at 
al-Irsyād, 1390/1971), h. 201 dan 203.
13.  Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn 
‘an Rabb al-‘Ālamīn (Beirut: Dār al-Fikr li a╢-
╡ibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1424/2003), 
II: 394.
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orang tidak berpuasa Ramadan ilatnya 
karena ia dalam perjalanan, maka 
apabila ada perjalanan, yaitu orang 
tersebut sedang dalam bepergian, 
maka ia boleh tidak berpuasa dengan 
ketentuan menggantinya pada hari lain 
di luar Ramadan. Apabila ilatnya tidak 
ada, dalam pengertian ia tidak dalam 
perjalanan, maka hukum kebolehan 
berpuasa itu tidak berlaku. Sebaliknya 
orang itu wajib berpuasa Ramadan. 
Terkait dengan penemuan hukum 
baru guna melakukan perubahan 
hukum yang sudah ada dalam nas, 
dasarnya adalah sebuah kaidah fikhiah 































Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum 
karena perubahan zaman.14 
Hukum Islam bukanlah hukum 
yang kaku. Oleh karena itu dalam 
sejumlah hal hukum Islam dapat 
mengalami perubahan sesuai dengan 
perubahan kemaslahatan manusia pada 
zaman tertentu. Namun hukum itu 
tidak boleh juga asal berubah. Menurut 
penulis ada empat syarat yang harus 
dipenuhi untuk suatu hukum dapat 
berubah, yaitu:
a)  adanya tuntutan kemaslahatan 
untuk berubah, yang berarti bahwa 
apabila tidak ada tuntutan dan 
keperluan untuk berubah, maka 
14.  Zarqā, al-Madkhal al-Fiqhī al-
‘Āmm, edisi diperbaharui (Damaskus: Dār 
al-Qalam dan Beirut: ad-Dār asy-Syāmiyyah, 
1418/1919), II: 1009.
hukum tidak dapat diubah;
b)  hukum itu tidak mengenai pokok 
ibadah mahd}ah, melainkan di 
luar ibadah mahd}ah, yang berarti 
ketentuan-ketentuan ibadah 
mahd} ah tidak dapat diubah karena 
pada dasarnya hukum ibadah itu 
bersifat tidak tedas makna;
c)  hukum itu tidak bersifat qat\‘i; 
apabila hukum itu qat\‘i, maka tidak 
dapat diubah seperti ketentuan 
larangan makan riba, makan harta 
sesama dengan jalan batil, larangan 
membunuh, larangan berzina, 
wajibnya puasa Ramadan, wajibnya 
salat lima waktu, dan sebagainya;
d)  perubahan baru dari hukum itu 
harus berlandaskan kepada suatu 
dalil syar’i juga, sehingga perubahan 
hukum itu sesungguhnya tidak lain 
adalah perpindahan dari suatu dalil 
kepada dalil yang lain. 
Sesungguhnya apabila kita 
cermati, banyak ketentuan-ketentuan 
hukum syariah yang mengalami 
perubahan karena perubahan zaman, 
kondisi dan tuntutan kehidupan sosial 
yang terus berubah. Dalam kitab-kitab 
fikih, perceraian dapat terjadi di mana 
saja, dan bahkan tanpa sebab, apabila 
suami menyatakan talak kepada isterinya, 
maka jatuhlah talak itu. Pada zaman 
modern (di Indonesia) perceraian tidak 
dapat dilakukan semata atas ucapan 
talak dari suami. Perceraian harus 
memenuhi sebab-sebab perceraian 
yang ditentukan oleh hukum dan sebab 
untuk bercerai itu harus diperiksa oleh 
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hakim dan talak tidak dapat dijatuhkan 
kecuali dalam suatu sidang pengadilan 
yang diadakan khusus untuk itu. 
Ketentuan hukum yang sedang dalam 
pergulatan sengit menuju perubahan 
adalah masalah wajibnya mencatatkan 
perkawinan sehingga perkawinan di 
bawah tangan dipandang tidak sah. 
Beberapa fatwa menegaskan kewajiban 
untuk mencatatkan perkawinan, 
sementara fatwa-fatwa lain masih 
mempertahankan keabsahan nikah yang 
tidak dicatatkan secara resmi asalkan 
memenuhi rukun dan syarat dalam 
kitab-kitab fikih.
Contoh lain perubahan hukum 
adalah bahwa dalam kitab-kitab fikih 
disyaratkan kelelakian untuk dapat 
menjadi kepala negara. Ibn ╩azm 
(w. 456/1064) mengatakan, “Semua 
golongan umat Islam sepakat bahwa 
perempuan tidak boleh menjadi kepala 
negara.”15 Dasar yang digunakan oleh 
para ulama dalam hal ini adalah sabda 
Nabi saw,
















Artinya: Tidak akan beruntung suatu kaum 
yang mengangkat perem untuk mengurus 
urusan mereka [HR al-Bukhārī].16
15.  Ibn ╩azm, al-Fi╣al fī al-Milal 
wa al-Ahwā’ wa an-Ni╪al (Beirut: Dār al-Jīl, 
1416/1996), IV: 179; Anwar, Wilāyat al-Mar’ah 
fī al-Fiqh al-Islāmī (Riyā╨: Dār Balnasiyyah li an-
Nasyr wa at-Tauzī‘, 1420 H), h. 69.
16.  Al-Bukhārī, ╤a╪ī╪ al-Bukhārī, edisi 
Ma╪mūd ╩san Na╣╣ār, cet. ke-4 (Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1325/2004), h. 798, hadis no. 4425, 
“Kitāb al-Magāzī”, “Bāb Kitāb an-abī saw ilā 
Kisrā wa Qai╣ar”; dan h. 1288, hadis no. 7099, 
Banyak ulama kontemporer tidak 
lagi mengikuti pandangan fikih pra 
modern tersebut. Sebaliknya mereka 
menegaskan kebolehan perempuan 
menjadi pemimpin di berbagai tingkat 
hingga kepala negara. Hal ini dapat 
dilihat antara lain dalam Putusan 
Tarjih dan fatwa Majelis Tarjih yang 
membolehkan perempuan menjadi 
pemimpin termasuk kepala negara.17 
Apabila larangan perempuan 
menjadi kepala negara sebagaimana 
ditentukan dalam hadis di atas diuji 
dengan kaidah perubahan hukum 
seperti dikemukakan terdahulu, maka 
dapat dilihat:
a)  bahwa pada masa kini terdapat 
tuntutan untuk perubahan hukum 
tersebut karena ilat larangan 
tersebut tidak ada lagi. Apabila di 
masa lalu perempuan tidak banyak 
yang memiliki pengalaman politik, 
ekonomi, dan pergerakan di ruang 
publik termasuk memimpin 
perang, maka di zaman sekarang 
keadaannya tidak lagi demikian. 
Banyak kaum wani ta  yang 
memiliki pengalaman politik dan 
ekonomi yang memungkinkannya 
ter jun da lam ranah publ ik 
untuk memimpin negara. Pada 
zaman kini, kepala negara tidak 
memimpin pasukan di medan 
perang apabila ini adalah alasan 
pelarangan perempuan menjadi 
kepala negara di masa lalu;
“Kitāb al-Fitan, Bāb 18”.
17.  Tanya Jawab Agama, cet ke-6 
(Yohgyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 
2011), 4: 240-244.
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b)  masalah memimpin negara bukan 
merupaka pokok ibadah mahd}ah 
seperti salat atau puasa, melainkan 
te r masuk  ranah  muamala t 
duniawiah sehingga karena itu 
dapat mengalami perubahan 
hukum bilamana diperlukan;
c)  hukum larangan perempuan 
menjadi kepala negara bukan 
hukum yang qat\‘i, karena hukum 
itu didasarkan kepada hadis ahad, 
dan dalam kaidah ilmu hadis 
dan usul fikih hadis ahad hanya 
menimbulkan hukum yang z\anni, 
bukan qat\‘i. Oleh karena itu hukum 
larangan menjadi kepala negara 
dapat mengalami perubahan;
d)  hukum yang membolehkan 
perempuan menjadi kepala negara 
sebagai ijtihad baru juga ada 
dasarnya dalam al-Quran. Pada 
surat an-Nisā ayat 123, surat an-
Na╪l ayat 97, dan surat Gāfir ayat 
40, Allah swt menegaskan bahwa 
siapa pun dari laki-laki atau pun 
perempuan yang mengerjakan 
amal salih dalam iman kepada 
Allah, maka mereka akan masuk 
syurga serta akan mendapatkan 
balasan terbaik atas apa yang 
telah mereka kerjakan. Memimpin 
itu adalah sebuah peluang untuk 
beramal salih. Karena memimpin 
(menjadi kepala negara) itu adalah 
peluang untuk beramal salih, 
maka perempuan juga berhak 
memangkunya dan tidak boleh 
dilarang. 
Adapun surat an-Nisā’ ayat 34 
bahwa, “Kaum laki-laki memimpin 
kaum perempuan” apabila dilihat 
konteks tekstualnya di dalam al-Quran 
tampak bahwa ayat itu berbicara 
tentang kepemimpinan laki-laki dalam 
konteks kehidupan rumah tangga. Oleh 
sebab itu tidak perlu diperluas hingga 
mencakup ranah publik.
Demikian beberapa contoh 
hukum syariah yang mengalami 
perubahan. Ibn al-Qayyim menegaskan 
bahwa, “Perubahan dan perbedaan 
fatwa terjadi karena perubahan zaman, 




Tradisi yang berlaku umum 
dalam masyarakat muslim dari abad ke 
abad adalah bahwa untuk menentukan 
masuknya bulan-bulan ibadah seperti 
Ramadan, Syawal, dan Zulhijah adalah 
dengan melakukan pengintaian hilal 
bulan tersebut pada sore hari ke-29 
bulan berjalan sesaat sesudah matahari 
tenggelam. Apabila pada sore hari 
ke-29 tersebut hilal bulan baru dapat 
dilihat, maka malam itu dan keesokan 
harinya dinyatakan sebagai awal bulan 
baru. Sebaliknya apabila pada sore hari 
tersebut hilal bulan tidak dapat dilihat 
karena langit berawan, misalnya, atau 
memang belum mungkin terlihat karena 
posisinya rendah sekalipun udara cerah, 
maka malam itu dan keesokan harinya 
18.  Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, 
II: 3.
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dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan 
berjalan, dan bulan baru dimulai lusa.19 
Namun oleh karena di masa 
lalu penentuan hari pengintaian hilal 
tidak didasarkan kepada hisab, yaitu 
perhitungan jatuhnya saat ijtimak, 
melainkan hanya didasarkan kepada 
perhitungan jumlah hari bulan berjalan 
yang awalnya juga ditentukan dengan 
rukyat atau istikmal, maka tidak jarang 
terjadi bahwa bulan berjalan baru 
28 hari, tetapi hilal bulan baru sudah 



























































أ ُنْبا ُهاَوَر[ 
ً
امَْوي
Artinya: Dari al-Walīd ibn ‘Uyainah 
[diriwayatkan] bahwa ia berkata, “Kami 
di zaman ‘Alī [Ibn Abī ╡ālib] pernah 
puasa 28 hari karena tidak bisa rukyat. 
Setelah Idulfitri, beliau (‘Ali Ibn Abī ╡ālib) 
memerintahkan supaya mengqada satu hari” 
[Riwayat Ibn Abī Syaibah].20
Kasus lain adalah sebagaimana 
diceritakan dalam hadis Kuraib yang 
terkenal itu dan yang diriwayatkan 
oleh jamaah ahli hadis bahwa di 
Damaskus Kuraib dan masyarakat 
kota tersebut melihat hilal Ramadan 
19. An-Nawawī, al-Majmū‘, edisi al-
Mu╢ī‘ī (Jedah: Maktabat al-Irsyād, t.t.) VI: 286. 
20. Ibn Abī Syaibah, al-Mu╣annaf, 
edisi ╩amd Ibn ‘Abdullāh al-Jumu‘ah dan 
Mu╪ammad Ibn Ibrāhīm al-Lu╪aidān (Riyad: 
Maktabah ar-Rusyd, 1425/2004), IV: 137, 
“Kitāb a╣-╤iyām, Bāb Mā Qālū fī asy-Syahr 
Kam Huwa Yauman,” asar no. 9700. 
malam Jumat (tinggi toposentrik hilal 
14º lebih), sementara ketika di akhir 
Ramadan ia kembali ke Madinah 
ternyata orang Madinah melihatnya 
malam Sabtu (berarti hilal malam Jumat 
tertutup awan). Menurut kajian penulis, 
Ramadan dimaksud adalah Ramadan 
tahun 35 H di akhir masa pemerintahan 
‘U╦mān (w. Zulhijah 35 H / 656 M). 
Puasa Ramadan orang Madinah yang 
dimulai hari Sabtu itu, yaitu tanggal 5 
Maret 656 M, berpotensi hanya 28 hari, 
karena pada hari ke-28, yaitu hari Jumat 
1 April 656 M, posisi hilal di Madinah 
sudah tinggi, yaitu 8º lebih (tinggi 
toposentrik) sehingga dimungkinkan 
untuk dirukyat.21
Perlu dicatat bahwa dalam hal 
hilal bulan baru tidak dapat dilihat 
pada sore hari ke-29 bulan berjalan 
tidak selalu keesokan dilakukan istikmal 
(keesokan harinya dinyatakan hari ke-
30, dan bulan baru dimulai lusa). Imam 
A╪mad (w. 241/855) dalam salah satu 
riwayat darinya dan kebanyakan ulama 
Hanbali tidak melakukan istikmal 
apabila langit berawan, melainkan 
mencukupkan usia bulan berjalan 29 
hari, dan keesokan harinya, karena 
21. Analisis hadis Kuraib lihat Syam-
sul Anwar, Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi 
(Yogyakata: Penerbit Suara Muhammadiyah, 
2011), Bab III; tentang puasa Ramadan orang 
Madinah berpotensi 28 hari tahun 35 H, li-
hat Syamsul Anwar, “Problem Penggunaan 
Rukyat,” dalam Ri╨ā, Hisab Bulan Kamariah: Tin-
jauan Syar‘I tentang Penetapan Awal Ramadan, Sy-
awal dan Zulhijah, edisi ke-3 (Yogyakata: Penerbit 
Suara Muhammadiyah, 2012), h. 12-14.  
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itu, dinyatakan sebagai bulan baru.22 
Pendapat ini juga diriwayatkan dari 
beberapa sahabat seperti ‘Umar, Ibn 
‘Umar, ‘Amr ibn al-‘Ā╣, ‘Ā’isyah, Asmā’ 
binti Abī Bakr, dan juga dipegangi oleh 
sejumlah tabiin seperti ‘U╦mān an-
Nahdī, Maimūn ibn Mihrān, Mujāhid 
dan lain-lain.23 
Dalam pada itu ada pula yang 
menggunakan hisab, manakala langit 
berawan sehingga tidak mungkin 
dilakukan rukyat. Mereka ini adalah 
Mu╢arrif  ibn ‘Abdillāh ibn asy-Syikhkhīr 
(w. 95/714), seorang ulama tabiin besar, 
Ibn Suraij (w. 306/918), seorang ulama 
Syafiiah abad ke-3 H.24  
Mereka yang berpegang kepada 
rukyat mendasarkan pendiriannya 
kepada beberapa hadis Nabi saw 
yang memerintahkan berpuasa dan 
beridulfitri setelah terjadi rukyat serta 
melarang berpuasa dan beridulfitri 
sebelum melihat hilal. Hadis-hadis 













































22.  Syāh, al-╩isābāt al-Falakiyyah wa 
I╦bāt Syahr Rama╨ān: Ru’yah Maqā╣idiyyah Fiqhi-
yyah (Herndon, Virginia: The International 
Institute of  Islamic Thought, 1430/2009), h. 
105-108; 
23.  Ibn Qudāmah, al-Mugni, edisi 
‘abdullāh Ibn ‘Abd al-Mu╪sin at-Turki dan 
‘Abd al-Fattā╪ Mu╪ammad al-╩ilw (Riyad: Dār 
‘Ālam al-Kutub, 1417/1997), IV: 330. 
24.  Syah, al-╩isābāt al-Falakiyyah, h. 
115.









 . ]ملسمو ،
Artinya: Dari Abū Hurairah r.a., ia 
berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah 
kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah 
ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu 
terhalang awan, maka genapkanlah bilangan 
bulan Syakban tiga puluh hari [HR al-
Bukhārī, dan lafal di atas adalah lafalnya, 
dan juga diriwayatkan Muslim].25 
 اَمُه
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Artinya: Dari Ibn ‘Umar r.a. (diriwayatkan) 
bahwa Rasulullah menyebut-nyebut Ramadan, 
dan berkata: Janganlah kamu berpuasa 
sebelum melihat hilal dan janganlah kamu 
beridulfitri sebelum melihat hilal; jika hilal di 
atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah 
[HR al-Bukhārī dan Muslim].26
Kedua hadis  di  atas  je las 
menunjukkan perintah Rasulullah saw 
agar berpuasa dan beridulfitri manakala 
telah melihat hilal dan larangan 
memulainya sebelum melihat hilal. Tidak 
seorang pun meragukan hal ini. Akan 
25. Al-Bukhārī, ╤a╪ī╪ al-Bukhārī (Bei-
rut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), 
h. 346, hadis no. 1909; Muslim, ╤a╪ī╪ Muslim 
(Beirut: Dār al-Fikr li a╢-╡ibā‘ah wa an-Nasyr 
wa at-Tauzī‘, 1412/1992), I: 482, hadis no. 18 
[1081] dan 19 [1081].
26.  Al-Bukhārī, ╤a╪ī╪ al-Bukhārī, h. 
345, hadis no. 1906; Muslim, ╤a╪ī╪ Muslim, I: 
480, hadis no. 3 [1080].  
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tetapi permasalahannya tidak sekedar 
soal Rasulullah saw memerintahkan 
rukyat dan melarang memulai Ramadan 
dan Syawal sebelum berhasil merukyat. 
Kita harus memperhatikan konteks 
dalam mana perintah rukyat itu 
diberikan dan sekaligus dipraktikkan 
oleh Nabi saw. Perlu dicatat bahwa 
pada zaman beliau umat Islam baru 
ada di Jazirah Arab saja. Perkembangan 
Islam belum menjangkau kawasan di 
luar semenanjung itu. Dalam konteks 
demikian, penggunaan rukyat untuk 
menentukan awal bulan kamariah tidak 
menimbulkan masalah. Terlihat atau 
tidaknya hilal pada suatu sore di Mekah 
atau di Madinah tidak memberi dampak 
apa pun kepada kawasan lain yang jauh 
dari Arabia saat itu karena di tempat-
tempat tersebut belum ada umat Islam.
Persoalannya adalah manakala 
konteks keberadaan umat Islam telah 
berbeda, seperti pada zaman kita kini 
saat umat Islam telah mendiami hampir 
semua pelosok bumi, maka rukyat 
tidak lagi memadai untuk dipedomani 
bagi penetapan awal bulan kamariah 
karena kenyataan alam bahwa rukyat 
itu tidak mencakup seluruh muka bumi 
pada saat pertama kali hilal terlihat 
dari planet kita. Penggunaan rukyat 
untuk penentuan awal bulan kamariah 
menimbulkan sejumlah problem, antara 
lain dapat kita catat sebagai berikut:
1)  Pada bulan Zulhi jah tahun 
Hijriah tertentu, penggunaan 
rukyat mengakibatkan tidak 
dapat menjatuhkan hari Arafah 
serentak  d i  se lur uh dunia 
sehingga menimbulkan masalah 
pelaksanaan ibadah puasa Arafah. 
Hal itu akan berdampak kepada 
kawasan-kawasan yang jauh dari 
Mekah, seperti Indonesia dan 
negeri-negeri lain di ujung timur 
bumi, dan seperti Hawaii, Polinesia 
Perancis, Samoa Amerika dan 
negara-negara di kawasan barat 
bumi. Mereka ini pada Zulhijah 
tahun tertentu dapat mengalami 
problem tidak serentaknya jatuh 
hari Arafah. Di Mekah bisa jadi 
hilal Zulhijah sudah terlihat pada 
suatu sore sehingga ia memasuki 
awal Zulhijah keesokan harinya. 
Sementara itu kawasan sebelah 
timur bumi belum bisa melihat hilal 
Zulhijah sore itu karena posisinya 
masih rendah sehingga kawasan 
ini akan memasuki awal Zulhijah 
terlambat satu hari, dan akibatnya 
terjadi perbedan jatuhnya hari 
Arafah antara kawasan ini dengan 
Mekah. Begitu pula bisa terjadi 
kawasan ujung barat bumi seperti 
Hawaii atau pantai barat benua 
Amerika sudah bisa melihat hilal 
sehingga ia masuk awal Zulhijah 
pada keesokan harinya. Sementara 
itu Mekah (Arab Saudi) belum 
bisa melihatnya karena bulan 
masih rendah sehingga ia memulai 
awal Zulhijah lusa. Akibatnya 
terjadi perbedaan jatuhnya hari 
Arafah antara Mekah dan kawasan 
ujung barat bumi. Inilah problem 
yang ditimbulkan bilamana kita 
dalam dunia global sekarang masih 
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mempertahankan penggunaan 
rukyat untuk penetapan awal 
bulan kamariah. Hilal tidak dapat 
terukyat di seluruh muka bumi 
pada sore hari yang sama, sehingga 
meng ak iba tkan  t e r j ad inya 
perbedaan memulai awal bulan 
kamariah baru. Kalau itu terjadi 
dengan Zulhijah, maka terjadi 
persoalan kapan melaksanakan 
puasa Arafah.
2)  Penggunaan rukyat sebagai 
metode penetapan awal bulan 
kamariah tidak memungkinkan 
umat Islam membuat suatu sistem 
penanggalan Islam unifikatif  
karena keterbatasan cakupan 
rukyat itu di muka bumi. Kini usia 
peradaban Islam sudah hampir 
satu setengah milenium (hampir 
1500 tahun), namun sampai hari 
ini peradan Islam belum memiliki 
sistem penanggalan unifikatif  
yang komprehensif  dan akurat. 
Sebabnya adalah karena umat 
Islam masih tetap berpegang 
kepada metode rukyat. 
3)  Pe n g g u n a a n  r u k y a t  t i d a k 
memungkinkan kita meramalkan 
tanggal jauh hari ke depan karena 
kepastian tanggal baru diketahui 
sehari sebelum bulan baru pada 
setiap bulan. Begitu pula kita 
tidak bisa menghitung tanggal 
mundur ke belakang secara 
tepat karena tanggal di masa lalu 
tidak didasarkan kepada logika 
matematis perhitungan, melainkan 
ditentukan oleh kenyataan pada 
hari apa rukyat secara faktual 
terjadi.
Inilah beberapa problem yang 
ditimbulkan oleh penggunaan rukyat. 
Problem ini timbul akibat dari kenyataan 
alam sendiri karena hilal pada petang 
yang sama tidak mungkin terlihat dari 
seluruh bagian muka bumi. Namun 
kenyataan ini belum banyak disadari 
oleh masyarakat. Oleh karena itu masih 
amat banyak yang tetap bertahan dengan 
rukyat dan memandang perbedaan 
hisab dan rukyat adalah persoalan 
mazhab: mazhab penganut hisab 
dan mazhab penganut rukyat. Atas 
dasar itu peralihan dari rukyat kepada 
hisab dipandang oleh banyak orang 
sebagai peralihan dari satu mazhab ke 
mazhab lain dan itu merupakan suatu 
sikap inkonsisten. Pada hal semestinya 
peralihan tersebut dipandang sebagai 
suatu ijtihad guna mengatasi realitas 
alam dalam suatu konteks yang telah 
berubah. 
Penulis pernah mendengarkan 
seorang astronom kita dalam sebuah 
acara diskusi mengatakan bahwa 
penggunaan hisab agak jauh dari Sunnah 
Nabi saw. Memang kesimpulannya akan 
seperti itu apabila kita memahami 
hadis-hadis terkait rukyat secara 
tekstual-harfiah. Sebaliknya apabila 
kita menggunakan suatu pemahaman 
kontekstual, maka peralihan dari 
penggunaan rukyat kepada penggunaan 
hisab tidak akan terlihat sebagai suatu 
yang bertentangan dengan Sunnah 
Nabi saw.
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Ada dua metode usul fikih yang 
bisa kita gunakan untuk meletakkan 
pemahaman hadis-hadis rukyat itu secara 
kontekstual, yaitu metode kausasi dan 
kaidah perubahan hukum sebagaimana 
telah dikemukakan terdahulu. Pertama 
kita harus mengajukan pertanyaan: 
apakah perintah melakukan rukyat 
untuk memulai Ramadan dan Syawal 
dalam hadis-hadis Nabi sebagaimana 
dikutip di muka adalah suatu perintah 
mutlak tanpa alasan apa pun atau 
merupakan perintah karena alasan 
tertentu (perintah berilat/berkausa)? 
Apabila kita ingat pernyataan al-
Gazzālī di muka bahwa pada asasnya 
ketentuan hukum syariah itu adalah 
ketentuan yang selalu disertai ilat, maka 
kita dapat membuat hipotesis bahwa 
perintah rukyat adalah suatu perintah 
yang disertai ilat. Beberapa ulama 
terkemuka, seperti Mu╪ammad Rasyīd 
Ri╨ā (w. 1354/1935), Syaikh A╪mad 
Mu╪ammad Syākir (w. 1377/1958) 
dan Mu╣╢afā az-Zarqā (w. 1420/1999), 
telah menyatakan secara tegas bahwa 
perintah rukyat itu merupakan perintah 
yang didasarkan atas suatu kausa 
(ilat), yaitu kondisi umat pada saat itu 
masih ummi, yaitu kebanyakan mereka 
belum mengenal tulis baca dan hisab, 
sehingga untuk memudahkan Nabi saw 
memerintahkan sarana yang mungkin 
dan tersedia saat itu, ialah rukyat.27 Para 
27.  Ri╨ā, “Penetapan Bulan Ramadan 
dan Pembahasan tentang Penggunaan Hisab,” 
dalam Ri╨ā, dkk., Hisab Bulan Kamariah, ed. ke-3, 
h. 89; Syākir, Awā’il asy-Syuhūr al-‘Arabiyyah, cet. 
ke-2 (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1407 
H), h. 13; Az-Zarqā’, Tentang Penentuan Hilal 
ulama ini mendasarkan pandangan 
mereka pada hadis Nabi saw,
 ِِّبَّلنا  ِنَع  اَمُه
ْ



















































Artinya: Dari Ibn ‘Umar, dari Nabi 
saw  (diwartakan) bahwa beliau bersabda: 
Sesungguhnya kami adalah umat yang 
ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak 
bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah 
demikian-demikian. Maksudnya adalah 
kadang-kadang dua puluh sembilan hari, 
dan kadang-kadang tiga puluh hari [HR 
al-Bukhārī dan Muslim].28
Ibn ╩ajar al-‘Asqallānī (w. 
852/1449) menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan “kami” dalam hadis 
ini adalah umat Islam pada zaman 
beliau, yaitu kebanyakan mereka. 
Ketrampilan tulis baca di kalangan 
mereka sedikit sekali. Dan yang 
dimaksud dengan hisab adalah hisab 
bintang-bintang dan peredarannya. 
Mereka belum mengenal hal tersebut 
kecuali hanya sedikit saja. Oleh karena 
itu beliau mengaitkan hukum puasa 
dan lain-lainnya dengan rukyat untuk 
menghindarkan umat dari kesukaran 
melakukan hisab peredaran bintang-
bintang itu. Ketentuan puasa dengan 
dengan Hisab pada Zaman Sekarang,” dalam 
Ri╨ā dkk.,  Hisab Bulan Kamariah, ed. ke-3, h. 
99 dan 101.
 28. Al-Bukhārī, ╤a╪ī╪ al-Bukhārī, h. 
346, hadis no. 1913; Muslim, ╤a╪ī╪ Muslim, I: 
482, hadis no. 15 [1080].
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berdasarkan rukyat itu tetap berlaku 
terus sekalipun sesudah zaman mereka 
itu terdapat orang yang menguasai 
hisab.”29 
Bagian akhir pernyataan Ibn 
╩ajar ini dikoreksi oleh Syaikh A╪mad 
Mu╪ammad Syākir. Ia menegaskan 
bahwa para ulama dahulu benar dalam 
menjelaskan makna hadis di atas, 
tetapi kerap keliru dalam menentukan 
konsekuensi hukum dari hadis itu. 
Misalnya Ibn ╩ajar. Penjelasannya 
bahwa menurut hadis ini yang dipegangi 
adalah rukyat memang benar. Akan 
tetapi penetapan konsekuensi hukum 
bahwa, sekalipun telah ada orang yang 
menguasai ilmu tersebut, hukum puasa 
berdasarkan rukyat tetap terus berlaku 
adalah keliru. Hal itu karena perintah 
memegangi rukyat itu disampaikan 
dengan disertai ilat yang dinyatakan 
dengan nas sendiri, yaitu keadaan umat 
yang masih ummi yang tidak kenal baca 
tulis dan hisab, dan hukum itu berlaku 
menurut ada atau tidaknya ilat.30 
Merupakan suatu kaidah ilmu 
usul fikih yang telah diakui secara 
universal bahwa suatu hukum terkait 
kepada ilatnya secara kausal, dalam 
arti bahwa berlakunya hukum itu 
ditentukan oleh ada atau tidak adanya 
ilat.31 Ini berarti bahwa apabila ada 
ilat, dalam hal ini keadaan umat yang 
29.  Ibn ╩ajar, Fat╪ al-Bārī, edisi 
‘Abd al-Qādir Syaibah al-╩amd (Riyad: Tnp.: 
1421/2001), IV: 151.
30.  Syākir, Awā’il asy-Syuhūr al-
‘Arabiyyah, h. 13
31.  Syāh, al-╩isābāt al-Falakiyyah, h. 
20.
masih ummi di mana belum banyak 
yang menguasai hisab, maka ketentuan 
hukum itu berlaku, yakni penetapan 
awal bulan didasarkan kepada rukyat. 
Akan tetapi bilamana ilat tidak lagi 
ada, yakni telah tercapai kemajuan 
pengetahuan hisab yang cukup seperti 
pada zaman sekarang, maka hukum 
tidak berlaku lagi, yaitu penetapan 
awal bulan tidak lagi dikaitkan kepada 
rukyat, melainkan kepada hisab 
yang sesungguhnya –sebagaimana 
merupakan hasil kajian beberapa ulama 
kontemporer– merupakan asas pokok 
penetapan awal bulan menurut ruh al-
Quran dan Sunnah Nabi saw. Dalam 





















Artinya: Pada asasnya penetapan bulan 
kamariah itu adalah dengan hisab.32
Perubahan hukum karena adanya 
perubahan ilat bukan suatu hal baru 
dalam hukum syariah. Sejarah hukum 
Islam sendiri penuh dengan contoh-
contoh perubahan seperti itu. Ijtihad-
ijtihad ‘Umar merupakan contoh 
32. Syaraf  al-Qu╨āh, “╥ubūt asy-Syahr 
al-Qamarī baina al-╩adī╦ an-Nabawī wa al-’Ilm 
al-╩adī╦,” <http://www.icoproject.org/pdf/
sharaf_1999.pdf>, h. 8, akses 13-12-2007; per-
nyataan yang sama juga ditegaskan oleh Absīm 
dan al-Khanjārī, “Waqt al-Fajr ka Bidāyah li 
al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamarī,” <http://www.
amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf>, h. 6, akses 
25-02-2008; dan al-╩asysyānī dan Asyqīfah, 
“╡arīqat ╩isāb asy-Syuhūr al-Qamariyyah fī 
al-Jamāhīriyyah,” <http://www.amastro.ma/
articles/art-lb2.pdf>, h.3, akses 25-02-2008.
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konkret dalam masalah ini. Oleh 
karena itu perubahan hukum syariah 
dari semula mendasarkan penentuan 
awal bulan kamariah atas dasar rukyat 
kepada penggunaan hisab bukanlah 
suatu yang asing dan karenanya tidak 
beralasan untuk ditolak. 
Apakah perubahan dari rukyat 
kepada hisab memenuhi syarat-syarat 
perubahan hukum yang empat seperti 
dikemukakan terdahulu, yaitu (1) 
adanya tuntutan untuk berubah, (2) 
hukum itu tidak menyangkut pokok 
ibadah mahd\ah, (3) hukum itu tidak qat\‘i, 
dan (4) perubahan baru harus ada dasar 
syar’inya? 
Pertama, sudah amat jelas bahwa 
terdapat tuntutan untuk melakukan 
perubahan dari penggunaan rukyat 
kepada penggunaan hisab. Terdahulu 
telah dikemukakan bahwa dalam 
konteks modern kini, rukyat sudah 
tidak memadai karena tidak mengkaver 
seluruh muka bumi pada hari pertama 
ia tampak dari bumi. Kenyataan ini 
membawa akibat serius seperti tidak 
dapat menyatukan jatuhnya hari 
Arafah di seluruh dunia secara serentak 
pada tahun tertentu, menghambat 
pembuatan kalender Islam unifikatif  
di mana setelah hampir 1500 usia 
peradaban Islam, umatnya belum 
memiliki kalender Islam terpadu dan 
komprehensif  dan karenanya tidak 
dapat menyatukan hari-hari raya Islam 
di seluruh dunia, serta tidak dapat 
menata sistem waktu secara prediktif  
ke masa depan maupun ke masa lalu. 
Oleh karena itu perubahan kepada 
rukyat merupakan tuntutan yang sangat 
imperatif.
Kedua, rukyat bukan ibadah, 
mela inkan hanya sarana untuk 
menentukasn waktu dan sarana dapat 
saja berubah demi mencapai tujuan 
pokok secara lebih efektif. Rasyīd Ri╨ā 
menegaskan bahwa Pembuat Syariah 
tidak bermaksud menjadikan rukyat itu 
sebagai ibadah itu sendiri, sebagaimana 
ia tidak bermaksud menjadikan melihat 
terbitnya fajar dan hilangnya syafak 
atau tergelincirnya matahari sebagai 
bagian dari ibadah. Penetapan rukyat 
itu hanyalah sebagai sarana untuk 
memudahkan mengetahui waktu.33 
Ketiga, perintah melakukan rukyat 
bukanlah perintah yang qat\‘i karena 
perintah itu berdasarkan kepada hadis 
ahad. Dalam kaidah ilmu hadis dan usul 
fikih, hadis ahad tidak menimbulkan 
pengetahuan pasti (qat\‘i), melainkan 
menimbulkan hukum yang z\anni.34 Oleh 
karena hukum menggunakan rukyat itu 
bukan hukum yang qat\‘i , maka ia tidak 
kebal terhadap kemungkinan diadakan 
perubahan.
Keempat ,  penggunaan hisab 
sebagai hukum hasil perubahan 
mendapatkan dasar-dasarnya di dalam 
al-Quran dan Sunnah. Dalam al-Quran 
terdapat dua ayat yang mengandung 
isyarat yang jelas kepada hisab, surat ar-
Rah}man ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, 
]5 :55[ ٍناَبْسُِب ُرَم َقْلاَو ُسْم َّشلا
33.  Ri╨ā, “Penetapan Bulan Rama-
dan,” h. 88-89; dan Syāh, al-╩isābāt al-Falakiyyah, 
h. 125.
34.  Al-Gazzālī, al-Musta╣fā, h. 187. 
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Artinya: Matahari dan Bulan beredar 
menurut perhitungan [55: 5].








































 .]5 :10[ َنْوُمَلْع َي ٍمْو َقِل
Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari 
bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-
Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, 
supaya kamu mengetahui bilangan tahun 
dan perhitungan (waktu). Allah tidak 
menciptakan yang demikian itu melainkan 
dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda 
(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang 
mengetahui [Q. 10: 5].
Kedua ayat ini menunjukkan 
bahwa matahari dan bulan memiliki 
sistem peredaran yang ditetapkan 
oleh Sang Pencipta dan peredarannya 
i tu  dapat  d ih i tung.  Penegasan 
bahwa peredaran matahari  dan 
bulan dapat dihitung bukan sekedar 
informasi, melainkan suatu isyarat 
agar dimanfaatkan untuk penentuan 
bilangan tahun dan perhitungan waktu 
secara umum. 
Hadis Ibn ‘Umar riwayat al-
Bukhārī dan Muslim di muka yang 
menyatakan bahwa, “Jika hilal di atasmu 
terhalang awan, maka estimasikanlah,” 
memberi tempat bagi penggunaan 
hisab di kala bulan tertutup awan. 
Artinya hisab digunakan pada saat ada 
kemusykilan melakukan rukyat karena 
faktor alam (bulan tertutup awan). 
Apabila pengertian ini kita bawa ke 
dalam konteks modern ketika umat 
Islam telah berada di seluruh pelosok 
bumi sehingga timbul kemusykilan 
menggunakan rukyat karena rukyat 
tidak mengkaver seluruh permukaan 
bumi pada hari pertama penamkannya 
dari bumi, maka dalam hadis itu Nabi 
saw memerintahkan untuk melakukan 
estimasi, dan metode estimasi paling 
akurat tentulah hisab. Dengan demikian 
pada zaman sekarang kita tidak hanya 
menggunakan hisab saat bulan tertutup 
awan, tetapi juga dalam segala keadaan 
karena kesukaran lantaran faktor alam 
di zaman modern bukan saja faktor 
awan yang menutup hilal, melainkan 
juga faktor alam berupa tampakan hilal 
yang terbatas di muka bumi. 
Pendapat bahwa hadis estimasi 
tersebut harus ditafsirkan dengan hadis 
Ibn ‘Umar lainnya riwayat Muslim 
yang menyatakan, “Jika hilal di atasmu 
terhalang awan, maka estimasikanlah 
30 hari ,”35 adalah r iwayat yang 
bertentangan dengan riwayat-riwayat 
lainnya dari Ibn ‘Umar yang banyak 
jumlahnya yang tidak menyebutkan 30 
hari. Di samping itu juga bertentangan 
dengan pandangan dan praktik 
Ibn ‘Umar sendiri di mana beliau 
memendekkan bulan 29 hari saja apabila 
cuaca kabut (berawan), dan beliau 
tidak berpendapat menggenapkan 
30 hari. Praktik mencukupkan 29 
dan tidak menggenapkan 30 hari 
juga merupakan pendapat sejumlah 
sahabat yang lainnya sebagaimana 
telah dikemukakan terdahulu. Dari sini 
35.  Muslim, ╤a╪ī╪ Muslim, I: 480, 
hadis no. 4 dan 5 [1080].
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dapat disimpulkan bahwa pernyataan 
menggenapkan 30 hari dalam riwayat 
Ibn ‘Umar ini bukan asli lafal Nabi 
saw yang diriwayatkan Ibn ‘Umar, 
melainkan adalah penafsiran para rawi 
yang diwayatkannya secara makna 
sebagai hadis. Lafal asli Nabi saw adalah 
sebagaimana dalam riwayat Ibn ‘Umar 
yang banyak itu, yaitu “estimasikanlah” 
tanpa menyebut penggenapan 30 hari. 
Tidak mustahil pula bahwa penyebutan 
istikmal 30 hari dalam hadis-hadis Abū 
Hurairah dan Ibn ‘Abbās adalah juga 
riwayat dengan makna yang merupakan 
hasil interpretasi para rawi sesuai 
pandangannya.
Kesimpulan
Kesimpulannya adalah bahwa 
empat syarat untuk dapat dilakukan 
perubahan hukum syariah telah 
terpenuhi secara sempurna dalam kasus 
perubahan dari rukyat kepada hisab 
untuk menentukan awal bulan kamariah. 
Dengan demikian perubahan itu bukan 
suatu yang bertentangan dengan Sunnah 
Nabi saw, dan perubahan itu memiliki 
dasar syar’i yang jelas dalam al-Quran 
dan Sunnah Nabi saw.
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